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HASIL EVALUAST RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGOARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
BARAT TENTANG PENJABAR AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

Memmbany

Mengingat

ta

Y]

FAHUN ANGGARAN 2072
CGUIERNUR LAMPLUNG.

bahwa sebazal pelaksanaan Fasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentai v Pemermmtahan Daerch. Pasal 48 Peratwran Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal
111 Peraturan Menten Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomarc  Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah diubuh
beberapa keli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat  tertang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Angearan 2012 dan Rancancan Peraturan Bupati Tulang Bawapng Barat
tentang Per jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak  bertentangan  dengan
Kepentinear umuni. peratwan perundang-undangan vang Iebih tinggr:

bahwa berdisarkan  pertimbuangan sebagaimana dimaksud  pada hurut a
perlu meretapkan  Keputusan  Gubernur  tentang  Hastl Exvaluasi
Rancangun Peraturan Daeralh Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang
Angearan Fendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupau Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah Tahun Angearan 2012;

Undang-U ndlmg Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( _embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor — 3312)
sebagaimany (elah diubah Jdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Leimoaran Necara Republik [ndonesia Tahun 1994 Nomor 62.
Tambahan | embaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 3369):
Undang-Unduang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran ~Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan
Lembarin Negara Repubiik Indonesia Nomor 42861

Undang-Urdang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran fvevara Republik Indonesia Nomor 4335 ):

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaaa dan Tangeungjavwab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik [donesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara
Republik 1 idonesia Nomoy #4090



0.

~

0

9

10,

,_
fs0

Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah
(Lembaray “Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambaban  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor $437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tihun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomer 390 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomwor 126, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009  tentang  Majelis

Permusyawaratan Rakyvat. Dewan Perwakilan Rakyvat. Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyvat  Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inconesia Nomor 36025

Undang-U'ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20109
Nomor 1300 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S049y:

Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik It donesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ):

Peraturar Femenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
Protokoler dan KNeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerimah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 47120

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Fambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Peneelolaan

Keuangon Daeralh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4378 ).

CPeraturar Pemerintzh - Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman

Pembincan dan Pengawasan Penvelengearaan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Neevara Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 163,
[ambahan Lembaran Nevara Republik Indonesia Nomor 4392

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Laporan

Pemveleagcaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemernntah.
Laporan Keterangan  Pertangeunjawaban  Kepala Daerah kepada
Dewan  Perwakilan  Rakvat  Daerah.  dan Informasi  Laporan
Pemielengraraan  Pemerintahan Daerah  kepada  Masyarakat
(Lemba-an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695):



Menetapkan

NESATU

IS, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerimtahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan
Pemerintahay Daerah  Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737

16, Peraturan Uemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penvusuran  Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyvat Daerah  tentang
Fata Tertib Dewan  Perwakilan Rakyvat (Lembaran Negara  Republik
Indonesic Tabun 2010 Nomor 220 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesic Nomor 3104,

I7 Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Keduduhan — Keuangan
Gubernur Sebagar Wakil Pemerintah di Wilavah Provinsi (Lembaran
Negara  Rezpublik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 235, Tambahan
Lembaran Ivegara Republik Indonesia Nomor 3107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemierintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Reyublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44

I8, Peraturane Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanst
Pemerintahau  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 123,
Tambahen  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635):

19 Peraturann - Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah:

20, Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloliar Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir denuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1:

21, Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara  [Fvaliast Rancangan  Peraturan  Daerah lentang  Anggaran
Pendapaian  dan  Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah .en ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimuna  teluh  diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2011

22 Peraturan Mentert Dalam Negery Nomor 22 in 20 entany Pedoman
22, Peraturay Mentert Dalam Negeery Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penvusunat \ngearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012,

MEMUTUSKAN ¢

KEPUTUS AN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  TULANG
BAWANG BARAT  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN
PERATURAM BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANIA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012,

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat tentong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran
2012 dan Rencangan Peraturan Bupat Tulang Bawang Barat  tentang
Penjabaran  .anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Angearan
2012 sebagaimana tereantum Jalam Lampiran int merupakan bagian vang
tidak terpisal kan dart Keputusan Gubernur int.



KEDUIA © Bupati bersama DPRD segera melakukan penvempurnaan dan penyesuaian
terhadap Racangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang  Anguaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
berdasarkan eveluast tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diteriman® a Keputusan ini.

KETiuA o Dalam hal Bupan dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeran Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati akan ditakukan pembatalan oleh Gubernur. sekaligus menvatakan
berlakunva  pacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2011

KELNMPAT o Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang
Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pend patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 vang telah
ditetapkan merjadi Peraturan Daerali Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012
Jdan Peraturan Bupati Tulang Buwang Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada
Mentert Dalam Negert dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tuiuh) hari
setelah ditetapk .

KELINA o Keputusan m mulal berlaku sejak tangeal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 1ni
ahan diadakan perbaikan sebagaimana mestinyva.

Ditetapkan di Telukbetung
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Tembusan :
I Menteri Dalam Negert di Jakarta:
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuargan Pernakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
3. ketua DPRD Kabupaten Tulanx Bawang Barat di Panaragan:
4. Tnspehtur Provinst Lampung & Bandar Lampung.
3

. Kepala Biro Hukum Sekretasiat Daerah Provinst Lampung di Telukbetung.



KEDUA © Bupati bersama DPRD secera melakukan penyempurnaan dan penvesuaian
terhadap Rencangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang  Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
herdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuhy hari terhitung
sejak diterimanva Keputusan ini.

NETIGA . Dalam hal Bupau dan DPRD adak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerch  Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tulang Bawan. Barat tentang Penjabaran Anggearan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tabun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati akar d-lakukan pembatalan oleh Gubernur.  sekaligus menvatakan
berlakunya weu  Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011

KEENIPAT © Rancangan Pe-aturan Daerah  Kobupaten Tulang Bawang Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupau Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 vang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012
Jan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada
Menteri Da an: Negeri don Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuhy hari
setelah ditetapl.an.

KNELINGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikem adian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tangeal 3B ~ g2 - et/

GUBERNOR LAMPUNG.
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Tembusan :

. Mentert Dalam Negeri di Jokarta:

. Kepala Badan Pemeriksa Keuongan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
- Ketua DPRID Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

[nspektur Provinst Lampung d. Bandar Lampung:

. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinst Lampung di Telukbetung.
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Bupati berscme DPRD segera melakukan penvempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rencingan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang  Anggaran Pendapatan Jdan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanva Keputusan ini.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidal menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati akan diiakukan pembatalan oleh Gubernur. sekaligus menyatakan
berlakunva  pagu Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011

Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
Anguaran Pendipatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 vang telah
ditetapkan mernjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2012
dan Peraturan Bupatt Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Jdar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hart
setelah ditetapk .

Keputusan i mular berlaku seijal tanggal ditetaphan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal  Zp —s72 - Zosy

 NMenteri Dalam Negert di Jakarta:

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar { ampung:
. Ketuwa DPRD Kabupaten Twan2 Bawanyg Barat di Panaragan.

_Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

- Kepala Biro Hukum Sekretatiat Daerah Provinsi Lampung Ji Telukbetung.,
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TANGGAL A. - - P

FIASTE EVALUASTRANCANG AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARANT  TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAFRAH
PATIENANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN DAFRAH KABUPATEN

LANG BAWANG BARAT [ENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DERAH TAHUN ANGGARAN 2012

[ NEBITAKN AN UNITIN
Lo Prioritas Pemsbangcunan o s sineryd u hehijahan Pemerintah. Pemeri OV NS

b orttas Persbangunan Part s smeren antara kebijakan Pemerintah. Pemerintah Pros insi
sosuar kewenangan  masinz-masing vang - Pro Growth. Pro Job. Pro Poor dan Pro

Enviromment

- Dalam menvusun KUA - fan PPAS. Kabupaten Tulang Bawang Barat harus
berpedoman pada RPIND Kabupaten Tulang Bawang Barat. RPN Provinsi dan
RTRW ~erta dilakukan  deazan memperhaukan prioritas pembangunan daerah dan
hemumpuat Keuangan Jdaer

[

Dalum buhu PPAS (Priortas dan Pladon Angsaran Sementara) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sasaran dan target program  banvak vang
tdak dinst oleh sebab it wzar Buku PPAS rersebut dilengkapi  dengan sasaran yvang

terukour,

4. Pemermiah  kabupaten Tulang Bawang  Barat dalam penvampaian  Laporan
Ahuntabilitas Kinerja [ntanst Pemerintah (LAKIPY Tahun 2011 Jdan Dolumen
Penetapan Ninerja (PRKy Fahun 2012 disesuatkan dengan Peraturan Menteri
Penduy acunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penvusunan Laporan huntabilitas Kinerja Instanst Pemerintah (LAKIP)Y dan
Doekumen Penctapan Kirer v (PR,

I TATAYNASKAH
I Tata Naskah Format Pey wunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
1%1\\ ang Barat tentang Anzearan Pendapatan dan Belunja Dacrah Tahun Anggaran
012 dan Rancangan  Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
\nggdr&n Pendapatan can Belanja Daerah [ahun Anggaran 2012 agar herpedoman
kepada Undang-Undang > emor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
U ndancan dan Lampiran > NV dan A XVT Peratwran Mentert Dalam Negert Nomor
13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

O lata Naskah Penvusunan Jan Penulisan PPAS APBD Kabupaten Tulang Bawang
Barat agar berpedoman keoada Peraturan Nenteri Dalamt Negert Nomor 349 Tahun
2007 wentang - Perubahin  Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun
20000 tentane Pedoman Per velolaan Keuangan Daerah.

Y

Judul Cover Peraturan Bupat Tulang Bavane Barat tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrahy diubah menjadi Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat tentany Penj tharan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I PENDAPATAN DAERAH
I Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang  Bawang Barat direncanakan sebesar

Rp. 321088 303 188~ Pendapatan tersebul bcr@umber darr Pendapatan Asli Daerah
Rp.3. 300,000,000, D na Perimbangan Rp.432.278.363.188.- . Lain-Lam Pendapatan
Daerah Yane Sah Rp 84110000000 -, Bc’rdasarkan target  tersebut  Pemerintah

[abupaten Tulang Bavoane Barat harus melakukan itensfikasi dan ekstensifikasi
Pendapatan dengan berped-man pada peraturan perundang-undangan.



Puncutan yang dilakukan leh Pemermtah Kabupaten Tuling Bawans Barat  harus
berdasarkuan pada peranrar perundang-undangan  dan setiap  ohvek pendapatan agar
dicantumban dasar huhun penerimaannya.

I BELANIA DAERAH

I

L

Alohast angoaran fungsi seschatan sebesar Rp.32.6560.279.774 .- qtau selara dengan
A dart total belanja daerah Rp 321488365 188~ Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Bavat  harus meagalokasikan anggaran sektor  keschatan sebesar 100,
dart total belanja  daerah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (entanc
Kesehatun. }

Penganggaran Belanjc  Pengadaan Kendaraan  Dinas‘Operasional  pada  APBD
Nabupaten Tulang Bawaw ¢ Barat Tahun Angearan 2012 sebesar Rp.901.500.000.-
acar pengadaannyva dilakakan setelah mendapar Persetujuan Gubernur — terkecuali
pencadaan kendaraan dings operasional vanz bersumber dari Dana DAK dan apabila
disetujul agar berpedonian Lepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 entang Perubahan Atas Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentany Standarisast Sarar a dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan
pengadaannya Jdi Bogrn Perlenghapun dan Aser Dacrah Selretariat - Daerah
Nabupaten Tulang Bavwang Barat

Pencangearan Belanja Parang Pakar Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyvata
vang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. jumlah pegawai
dan volume  pekerjasn serta memperhitungkan sisa persediaan  barang  Tahun
\ngearan 2011

Pengadaun Barang dan Josa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 34
Tahun 2010 tentang Penocdaan Barang Jasa Pemerintah.

\ear Pemierintah Daerah KNabupaten Tulung Bawang Barat menganggarkan Dana
sharing untuk Siswa SMS Ungeul dan Terpadu sesuai Surat Gubernur Lampung
Nomolr 900 1904 [T1.01T 2017 tentang Dana Sharing Siswa SMK Ungeul  dan
Terpadu.

Belanja Hibah Kepuda Badan Lembaga Orcanisast Yayasan Kerukunan Persatuan
(L2011 2002.00.00.5 140501 Rp.5.030.000,000.- pada Badan Pengelola Keuangan
Dacrah agar pelaksanaanva berpedoman hepada Peraturan  Mentert Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 entang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantwan Sosial Yang
Berswmber Dart Angcearan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencanggaran Belanja Peunjang Nomunihast Intensit Pimpinan dan Anggota DPRD
(1.20.1.20.63.00.00.3 1.1 .20) Rp.7360.000,000,- agar Jdihitung  kembali  dengan

berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Netiga
Atus Peraturan Pemerintch Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Mentert Dalam
Necert Nomor 21 Tahen 2007 entang Pengelompokan Kemampuan  Keuangan
Daerah. Pengangearan lun Pertanggungiavaban Penggpunaan Belanja Penunjang
Opcerasional Punmpinan . Dewan  Perwakilun Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pencembalian Tunmanzar Komunikast Intensit dan Dana Operasional.

Belana Tunjanear Perumahan DPRD (1201200030000 5 1, 1.01.17)
Rp. 1 vddoooooo 0 agw pelalsanaanmea memperhatihan asas kepatutan. kewajaran
dan rasionalitas serta horea setempat vang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang
Barat  sesuar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun o 2003 tentuny

KNedudukan Protokoler don Keuangan Pimpinan dan Angzota DPRD.

Kabupaten fulang Buw.ng Barat  agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan
[valuast Kinerja Pe ak anaan Rencana Pembuangunan Duerah sesuar Peraturan
NMentert Dalam Negeri Nomor - 34 Taliun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan
Pemermtah Nomor 54 Tabun 2008 wnang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Peneendalian dan Eyvaluest Pelahsanaan Rencana Pembangunan Daerah:
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Dalam rangka  antisipasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan
Perhotaan (PBB-P2) vang akan menjadi kewenangan  daerah paling lambat | Januari
2014 menjadi Pcndnpum Ashi Daerah Pemerintah  Kabupaten Kota. Pemerintah
Kabupaten Talang Bavoans Barat: memprionitashan pengancearan untuk program
dan hegtatan pengalihun d maksud.

Penvediaan anggaran dencan kode relening

a. Belanja Boahan Barane Jadi Untuk Pihah Ketiga (1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.02.06)
Rp.F23n00.000- pada Kegratan Peninghatan NMuta Sekolah (1.01.1.01.01.16.80)
Jr Dinas Pendidikan:

b Belaga Bahan Barang Jadi Untuk Pihah Ketiga (1.01.1.01.01.16.80.3.2.2.02.06)
Rp.400.000.000.- poda Kegiatan Peninghatan Mutu Sekolah (1.01.1.01.01.17.72)
dr Dimas Pendidikan:

Belania Nodal Pengaduan Komputer  Note Book (1.01.1.01.01.25.02.5.2.3.12.03)

Rp.43.000.00) - Belanja AModal Pengadaan Printer
Lot Tolol23 )“.:.1.‘ [2.04) Rp.2.3053.000.-0 Belamja  Maodal  Pengadaan
Nonstruksi Pe mhch n Gedung (1O 1010123025 25.26.00)
Rp 27865000~ paida Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan (DAK) 2012

LOLTOLO1.23.02)  Rp.28.1530.685.800.- di Dinas Pendidikan:

Jdo Belania \odal Pengadaan keonstruhs™) Pembelian Pasar
(206001 1301 08085 2 320,100 Rp 1. 39283 1.000.- pada Kegiatan DAK Bidang
Perdagangan (20611201 18,08 Rp. 1,308 99 N O.- di Dinas Koperasi. Usaha
Kectl NMenengah. Perincustrian dan Perdagangan:

Agar jadul Kegiatan tersehut diatas ditata kembali disesuaikan denzan output belanja
dan berpedeman kepadi Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

Penvediaan ancgaran denxan kode rekening (l O1.1.01.01.16.81.3.2.3.20.09) Belanja
Aodal Pencadaan Alat-a at Peraga Prakul S l\Oldh Rp.12.203.070.000.- pada
Kectatan Peamghatan Mo u Pendidihan ¢1.01 .1A 1011681y Rp 12276667200~ d1

Dinas Pendidikan:

Aocarjudul kegiatan datas diubaln menjadi - Kegiatan - Pengadaan Ala-Alat

Peraga Praktik Sekolah

Penyediaan angearan Jengan kode rekening -

A Keviatan Pelavanin Penerapan e TP (1317 Rp.265.142.000.- di Dinas
Kependudukan dan Ctatan Sipil

b, Keciatan Peluksuraw:s Penerapan e KIP (15.18)  Rp.205 0t3.000.- di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil:

Dua hegiatan — tersebut ciatas menghasilhan output vang sama unwk itn agar dua
hectatan tersebut diatas ditata kembali dan disatukan dalam sate program: dan
keciatan pada SKPD ters nekutan,

Pem ediaan  angzarar dengan hede rekening (1.03.1.03.01.15.1 D Kegiatan
anticn Jembatan Ry 9,633 031000~ di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi
an Pembancunan Tzmbatan

Pengy

Neotat
Peny ediaan ancearan dengan hode rehening (1.05.1.06.01.16.11) Kegiatan Fraluas
dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Wilavah Rp.30.000.000.- di Badan Perencanaan
dan Pembangunan Dacrih agzar judul kegiatan tersebut diubah  menjadi Negiatan
Sosialisast Tata Ruanz Voidayah.

Pemvediaan  angearan  dengan kode  rehening  (1.06.1.06.01.21.27)  Kegiatan
Pemvusunan  Rencana Swategrs (RENNTRA) Rabupaten Tulang Bawang Barat
Rp. 75 000 000 - di Badaa Perencanaan din Pembangunan Daerah  diubah menjadi

Keviatan Pemyusunan REIMD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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Penyediaan anggaran dearzan kode rekenine  (1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.02.12)

Honorarium Non PNS Laimya Rp.1.251.600.000.- pada Kegiatan Bantuan Insentif
Rader Neschatan (1.02.1.02.01.19.08) Rp.1.284.125.000.- di Dinas Kesehatan:

Azar judul Kegratan tersehat diatas disesuailan dengan uraian rincian belanja.
Bantuan berbentuk vang dianggarkan pada SKPKD atau Bagian Keuanean dan apabila
Banwan berbentuk barang  jasa dianzgarkan p;lda SKPD vang bersangkutan sesuai
hetentuan kepada Peratvrar Mentert Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006,

Penyediaan anggaran dengan kode rekening

a. Belunja Jasa Kantor Lainnya (1.02.1.02.01.05.01.32.2.03.14) Rp.40.000.000.-
pada Kevciatan Pendidiban dan Pelatihan Formal di Dinas Kesehatan:

b. o Belanju Jasa Kantor Lainnva (LO2102.01.16.13.5.2.2.03.14) Rp.38.300.000.-
puda Negiatan Penvediaan Bivva Operasional dan Pemeliharaan Jdi Dinas
Nesehatan:

- -~

¢ Belanja Modal NMebeulair Lamnva (LOZ 10200 23325251315
}

Rp.339.006.000.- pade Kegtatan Pengadaan Mebeulair PONED dan Poskesdes (i
Dinas Kesehatan:

do Belanju Jasa Kantor Lainnyva (1.02.1.02.01.43.10.5.2.2.03.14) Rp.19.100.000.-
pada Kegiatan Relreshing Manajemen Terpadu Balita Sakit di Dinas Kesehatan:

¢ Belanju Modal Penvadaan Peralatan Dapur [ ainnva
(L2010 2004 17 1932 5 14 10 Rp 200000~ pada Kegiatan Intensifikasi dan
LRstensitikast Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangha transparansi anggaran dalam penyusunan program  dan kegiatan

berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyvek belanja

Lainnya ditata kembali - don divinet sesuai dengan peruntukkan dengan berpedoman

hepada Peraturan NMentert Dalam Neweri Nomor 13 Tahun 2006,

Pens ediaan anggaran degon hode relening .

@ DBelimja Jasa Konsaltast Perencanaan (106.1.060,01.23.0552.221.02)
Rp. 230,000,000~ pada l\'e”iamn Koordinast - Penanggulangan  Kemiskinan
(.06.1.06.01.23.05.25.05) Rp.5300.000.000 .- Ji Badan Perencanaan dan

Pembangunan Dacrah:

b Belanja  Jasu Kensiltast Perencanaan (1O T.053.00]6.09352.2.21.02)
Rp.230.000.000- pada Kegiatan Penvedinan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan (16,09 R 312912 300.- di Dinas Pekerjaan Umum:

¢. Belunja  Jasa Konsultasi Perencanaan (1.OS.1.08.01.17.17.5.2.2.21.02)
Rp. 120000000, pada Neglatun Pemantaatan Daerah ALiran Sungal (DAb)
707 Rpoiaeso0.000 - di Kamer Einghungan Hidup:

Agar judul kegtatan tersebur Jdiatas dinbah menjadi Kegiatan Perencanaun disesuaikan
denvan ontput kewtatan.

Pem ediaan angoaran de oo n kode rekenimg .

A Belanja Modal cencadaan Printer (1.03.1.03.01.02.47.3.2.5.12.04)
Rp.2.300.000-  pada Kewmatan  Pembangunan Gedung  Kantor  Palet 2

(1031050102 47 dr Dimas Pekerpaan Umun:

b Belanja Modal Pencadaan Komputer Notebook (103 10301 15.07.52.53.12.05)
Rp. 1300000, - Belania NModal Pengadaan Printer

(1o3 1os0] l\ 07 3251204 Rp S 000000~ pada Kegiatan Perencanaan
Teknis Jalan dan . emb tan (1.05 1.03.01.15.07ydi Dinas Pekerjaan Umum:

¢ Belanya Nodal Peneadaan Komputer Notehook .03 10301 15085251205
Rp. 13.000.000.- pada Keviatan Peninehatan Jalan Paket 1 (1.03 ].,3.01.]5.1)8)

Ji Dinas Peherjaan i um.
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Belanja Modal Pengafaan Komputer Netebook (1.03.1.03.01.16.07.32.3.12.03)

Rp 13000000 - X Belania \odal Pengadaan Printer
COSTOI0T 16075 05 1204 Rp 2300000~ . Belanja Modal  Pengadaan

Kamera  (1.03. 1,03 Ul lhl 75250600 Rpo 2:500.000.- pada Kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong Paket 1(1.03.1.03.01.16.07) di
Dinas Pekerjaan Umur

Belanga Modal Pengatuan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.18.08.3.2.3.12.03)
Rp 15000000~ padi Negiatan Pemeliharaan Rutin Jalan  dan  Jembatan
L0300 TR08 d Dinas Pekerjaan tmum:

Belanja Modal Penca faan Komputer Notebook (1.02.1.03.01.24.18.3.2.3.12.03)
Rp 13000000 .- p;d" KNegratan Pc‘mhangunan Jaringan Irigasi

CLOS T 0300 2418 ¢t Dinas Pekerjaan U'mum:

Belanje  Modal Pencadaan  Printer  ¢1.03.1.03.01.31.01.53.2.3.12.04)
Rp.2.30 (NH) - . Belanja Modal Pengadaan  Komputer  Notehook
(1031030131015 251205 Rp. J5.000,000.-  pada Keviatan  Dana

Pendampingan Program USRI di Dinas Pelerjaan Umum:

Belanja Modal - Fensadaan White Board  (1.07.1.07.01.01.13.53.2.3.11.05)
Rp. 300,000 X Belanja Modal Pengadaan Printer
(L0 107001 TS 251204 Rp Lwon.000.- pada Kegiatan Penvediaan
Bahan Bacaan & FPeraturan Perundang-undangan di Dinas Perhubungan.
Nomunikast dan [In-ormatika:

Belanja  Modal  Peacadaan Printer (LTH1501.16.02.5 2.3 12.04)
Rp.1.000.000.- pada begtatan Fasilitasi Hubungan Kerja antara Perusahaan  dan
Peleriadr Dmas Sosiall Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Belanja  Nodal - Pongadaan Alat GPS 0 (1.02.1.03.01 2304323 18.04)
Rp i3.000.000- poda Keglatan Pengadoan ALat-alat Berat di Dinas Pekerjaan
Lmunm:

~

Belanja Modal PCI]*:‘LlULiLHl Nomputer Note Book (2.02.2.01.01.16.09.32.3.12.03)
I‘p 20900000 - Belanju \Modal Pengadaan Printer
20220000 Toouw 3231204 Rp loonooobh-. Belanja Modal Pencadaan
l\;nncra (20220000 6o s 23 1000 Rp.7.5300.000.- . Belanja  Nodal
Pengadaan Handyeary (2.02.2.01.01,16.09.32.3.16.02) Rp. 10.000.000.- pada
Keviatan Pengembanzun Hutan Rakvat dan Pengkawvaan Vegetatut di Dlnas
Pertwman. Perkebunar dan Kehutanan:

Belama Modal Pencadaan Komputer Note Book (2012010118033 2.5.12.03)
Rp.lﬂ.( 100,000 - Belanja Nodal Pengadaan Printer
201L201.01 180353 23 1204 Rp 10000000, pada Kegiatan Pemeliharaan

P\utm Berkala Sarana Jdan - Prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat
Guna Jdi Dinas Peran un. Perhebunan dan Nehutanan

Belanja Modal Pepgadaan Komputer Note Book (2.02.2.01.01.16.09.53.2.3.12.03)
Rp.29.900.000) - Belanja Nodal Pengadaan Printer
(2a220] m 16,003 231204 Rp looonong.-. Belanja Modal  Penecadaan
KNamera (2,02

Penvaduan Handy cary (202201 01 16.09.3 2.3.16.02) Rp 10.000.000.-  pada
Keuviatan Pengemoaarzan Hutan Rakvat dun Penghayaan Vegetaut (16.09)
Rp.1.336.384.000.- d Dinas Pertanian. Perkebunan dan Nehutanan:

2200001609523 1601 Rp.7.500.000.-. Belanja  \lodal
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Rp.20.000.000.-, Belanja Modal Pengadaan Printer
(2OL20L0L 18035 23 12,041 Rp 10.000.000.-  pada Kegiatan Pemeliharaan
Rutin berhala sarana o prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna
(1803} RpA4760.681.000.- Dinas Pertanian. Perhebunan dan Kehutanan di Dinas
Pertantan. Perkebunan dan Kehutanan:

Belanja Modal Pencacaan Komputer Note Book (2.01.2.01.01.18.03.3.2.3.12.03)

Belanja  Modal Pencadaan Vacum Cleaner (1.02.1.02.01.41.01.32.3.10.15)
Rp 72000000 pada Negratan Peninghatan Nutu Pelavanan Farmasi di Dinas
Neschatan:

Agar uraian rincian obyvel belanja pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata
pada Negiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada masing-masing SKPD dan
disesuatkan dengan kelutchan nvata.

Penvediaan ancoaran denvan hode releening -

g

b.

Belanja \Modal Pencadaan Teralis 2002.01.0502.22.52.3.11.00)
Rp.Tooano.no0 - : Belanja NModal Pengadaan Gorden
(COL20l050Z 225 23 0504 RpA 145000 0 Belanja Modal  Pengadaan
Instalasi Liswik (20012010502 225222501 Rp.3.500.000.-  pada Neziatan

Pemeliharaan Rutin Be Lala Gedung Kantor (02,223 di Badan Pelaksana Penvuluh
Pertanian. Perikanan den Kehutanan:

Belania Modal Pengadean Almart ¢ 1.2001.20.04 17213 2.3 11,021 Rp.4.000.000 -,
Belanja - Nodal Pengadaan Dispenser (1.20.1.20.04 17 21,323, 14.04)
Rp. 1750000 pada kegiatan Monttoring, \ertfihasi. Evaluasi Pembukuan dan

N

Pelaporan Penerimaan Jaerah di Dinas Pendapatan Daerah:
Belanja Modal  Pengadaan Filing Cabinet  (2.01.2.01.01.18.03.3.2.3.11.04)
Rp.2.x00000.-0 Belanja Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.01.18.03.3.2.3.11.09)

Rp.2l.ouoono- poda pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana &

P

21

prasarana Feknologl Certanian Perkebunan Tepat Guna di - Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Nehutanan

Belanja Modal Penzadaan  Filing  Cabinet (2.01.2.01.01.18.03.32.3.11.04)
Rp.2 200,000 Bel wmy o Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.11.09)

Rp. 21 finn.noo. - Belanga Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2ol 20lop Isa3 > 2225000 Rpdiooo000.- pada Negratan Pemeliharaan
Rutin berkuda sarana o prasarana Teknologl Pertanian Perkebunan Tepat Guna
(IN.03) RpA470.681.000.- Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan di Dinas
Pertanian. Perheburan dan kehutanan:

Belanga \odual Pengadaan Teralis (2012010502225 2.5.11.09)
Rp. Ta.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Gorden

(2012010502225 0 3 1504 Rp4 143.000.-0 Belanja Modal  Pengadaan

Instalasy stk (2,07 201050222523 25,011 Rp.3.5300.000.- pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin Berhala Gedung Kantor (02.22) Rp .32 740 600 .- di Badan

Pelaksana Penvulul Portanian. Pertkanan dan Kehutanan.

\var uraian rincian obyve« belanja pada kewiatan tersebut diatas dialihhan dan ditata
pada Kegiatan Pengadaan Perlenckapan Kantor pada masing-masing SKPD - dan

Jdrsesuarhan dengan kebutahan nyata,
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Penyediaan angearan dengan kode rekening

oo Belanja NModal Pengodaan Konswukst Jalan (1.03.1.03.01.18.09.5.2.3.21.01)
Rp.T.543.300,000.- Kzuiatannya Rehabititast Jalan di Dmas Pekel]aan Umum:

ko Belanga Modal Pengadaan Nonstruksi Pembelian Gedung KNantor
CL20 T 20030222 32.5.260.01) Rp.20.000.000.- Kegiatannyva  Pemeliharaan
Rutin Berkala Gedung Kantor di Sekretariat DPRD:

¢ Honorarmum - Panitia - Pelaksana Keciatan (1.16.1.16.( )1.(5‘1)4.".3.1 01.07)
Rp.2.700.000.- © Belunja ATK (1.1(1.1A1~6 0105043220101 Rp.1.130.000.
Belanja  Perialanan  Dinas Luar  Daerah  (1.16.1. h()l_,b.(H.fQ.:.IW
Rp. T1.300.000.- Keciatanmya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fung51
Bazt PNS Dacrah Jd: Kantor Penanaman \Modal.

Agar aratan belanja ke zia an tersebut diatas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

Peny ediaan angearan dengan kode rekening

ao Belania \odal Pengadaan Nonstruksi Pembelian Patok
(LOST.O5.0117.09.5.2.520.25) Rp. 100000.000.-  pada Kegiatan  Sosialisast

Kebijakan Norma. Stendar, Prosedur, Jdan Manual Pemanfaatan Ruang di Dinas

Pekerjaan Umum:

b. Belanja Modal Pengaduan Konstruksi Jaringan [rigasi
COT 20101 IR035. 2325305 Rp.A3 000,000~ pada Kegiatan Pemeliharaan
Rutin berkuala sarara oo prasarana Telnologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna
(IN03) Rp476.081.000- Dinas Pertanran. Perkebunan dan Kehutanan

Acar judul kegiatan terselut diatas disesuarkan dengan output kegiaan.

Penyediaan angearan aenzan kode relening -

a4 Belanja Bimbingan Toknis (1O TOS.0T01T8.5.2.2.17.03) Rp.20.000.000.- pada
Neciatan  Ruapat-rapet Keordimast dan Konsuhast Keluar Daerah di Kantor
Lingkungan Hidup:

b, Belana Nursus-ku <us Singhat Pelatihan (LI 1300.17.09.32.2.17.01)

Rp. 10400000~ pada Kegiatan Fasthitasr Hubungan Kerja antara Perusahaan dan
Pekeradi Dinas Sosih Tenaga Kerja dan Transmigrast:

¢ Belanja Kursus-hursus - Singhat Pelathan ¢1.20.01.20.02.16.09.532.2.17.01)
Rp.30.000.000.- poda Kegiatan Pelavanan Lmum Keprotokolan Kepala Daerah
Jdan Walil Kepala Dacrah di Sekretariat Daerah:

Jo Belanja Bimbingan Toknis (1200120004 17.20.5.2.2.17.03) Rp. 435000000~ pada
Kegtatan Penagihan PAD PBB di Dinas Pendapatan Daerah.

Agar uralan belanja kewiatan diatas ditata pada Kegiatan - Peningkatan Kapasitas

Sumber Dava Aparatur peda masing-masing SKPD vang bersangkutan

Penyediaar angoaran Ji Sekretariat DPRD dengan kode rekening :

A Belamja Pepjalanan Dinas Luar - Daerah L.20.1.20.03 15015 2.2.15.02)
Rp.474.000.000.- Ke riatan Pembahasan RJI]\.JI]L’JH Peraturan Daerah:
Agar uraian belania wegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp. 100.000.00¢

dan hasil efisienst dialihhan don dimm puda program dan kegiatan sang lebn

priovitas di brdang kesehatan.
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b. Belanja Perjalanan  Dinas  Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.13.02)
Rp.352.400.000.- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03)
Rp.540.000.000.- pade Kegratan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal
Anggota DPRD:

Avar uralan belanja hegiatan tersebut diatas diefisiens: sebesar Rp.150.000.000.-
dan hasil efisiens: dichihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang kes:hatan.

¢. Belanja  Perjalanan  Dinas  Luar  Daerah  ¢1.20.1.20.03.13.12.5.2.2.15.02)
Rp.612.000.000.- pade Negiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Luar Daerah:

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000.-
dan hasil etisiensi diclihkan dan ditata pada program dJan kegiatan vang lebih

prioritas di bidang Lesc:hatan.

d. Belanja  Perjalanon Dinas Luar Daerah  (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02)
Rp.392.000.000.- . Belanja Bimbingan Teknis 1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03)

Rp.673.000.000.- padiy Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop:
Agar uraian belanja keglatan tersebut diatas diefistensi sebesar Rp. 100.000.000.-
dan hasil efisienst diclihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang kesehatan.

¢. Belanja  Perjalanen Dinas Luar  Daerah  (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02)
Rp.432.300.000.- pade Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD:
Avar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sehesar Rp.100.000.000.-
dan hasil etisienst dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih

prioritas di bidang keszhatan.

Penvediaan anggaran  di - Badan Kepeguwalan Daerah pada  Kegiatan Selekst
Penerimaan Calon PNS  (1.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000.- agar memperhatikan
Moratorium Bersama FPenermntah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mentert Dalam Negert dan Menteri
Keuangan Nomor 02'SPB/ALPAN-RB&2011. Nomor 800-632 Tahun 2011. Nomor
141 PNIK.OT 2011 Tangeal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. \gar  kegiatan tersebut diatas dialihkan.

untuk sektor kesehatan.

e GUBERNUR LAMPUNG.
B [E r

M

STACHROEDIN Z.P.
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Rp. 232400000 © Belama Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.32.2.17.03)

b Belama Perjalaran Dmas Tuar Dacrah (1.20.1.20.02.13.09.3.2.2.15.02)

Rp.5340.000.000.- paca Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal
\nveota DPRD:

Agar uratan belanja Legiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.150.000.000.-
dan hasil efisiensi d alihkan dan ditata pada program dan Kegiatan vang lebih
prioritas di bidang keschatan,

¢ Belanja Perjalanan Dimas Luar Daerah  (1.20.1.20.03.13.12.32.2.15.02)
Rp.612.000.000.- paca Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Luar Daerah:
Agar uratan belanja Legiatan tersebut diatas diefisiensi sehesar Rp 100,000,000 -
dan hasil efistens  d alihkan dan ditate pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang ke -ehatan.

d. Belanpa Perjalanan Dinas Luar Daerah ¢1.20.1.20.05.15.13.5.2.2.15.02)
Rp.3v2.000.000.- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20,03.13.13.52.2.17.03)

Rp.675.0000000.- pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop:

Acar uraian belan a | egiatan tersebut diatas diefisienst sebesar Rp. 100,000,000,
Jan hasil etistensi dialihkan dan ditato pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas Jdr bidang ke ehatan,

e. Belama  Perjalanan Dinas  Luar  Daerah  (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02)
Rp 43353000000 - pada Kegiatan Studt Komparasi Komisi-RKomisi DPRD:
Avar uratan belana begtatan tersehut datas dielisiensi sebesar Rp. 100,000,000~
Jdan hastl efisienst dadihkan dan dnasa pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang ke-ehatan.

Penvediaan angguran 11 Badan Kepecawaian Daerah pada  Keuiatan Seleksi

Penerimaan Calon PN 1200120123203 Rp 248399000~ agar memperhatikan
Moratorum Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Mentert Negara Pendayagunaan
Aparatur Nevara dan Retormast Bivokrasi. Menternt Dalam Negert dan Mentert
Newangan Nomor 02 SPB M PAN-RB 8 2011, Nomor §00-632 Tahun 201 1. Nomor
141 PMK.OT 2001 Tangeal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan  Sementara
Penerimaan Calon Pecawar Negeri Sipil. Agar Kegiatan tersebut diatas dialihkan.

untuh sektor keseharan.
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b Belanja  Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.52.2.15.02)

Rp.352.400.000.- = Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03)
Rp.340.000.000.- pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal
Anevota DPRD:

Agar uraian belarja egiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.130.000.000) -
dan hasil efisiensi dialihhan dan diteta pada program dan kegiatun vany lebih
prioritas di bidang Kesehatan.

¢ Belanjo Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.52.2.13.02)
Rp.6012.000.000.- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
I uar Daeralh:
Avar ueatan belanja evtatan tersebut diatas dietisiensi sebesar Rp.100.000.000) -
dan hasil efistenst d abhkan dan ditata pada program Jdan kegiatan vang lebih
prioritas di hidang kesehatan.

d o Belanja Perjaliren Dinas Luar Daerah (1201200315 13.3.2.2.15.02)
Rp. 302000000 o Belanga Bimbingan Telnis «1.20.1.20.03.13.13.52.2.17.03)

Rp.673.000.000.- pala Kegiatan Kursus-Kursus Stngkat (workshopo:
Agar uratan belanja keglatan tersebut diatas dietisiensi sebesar Rp. 101).000.000) -
dan hasil efisiensi d alihkan dan ditara pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang keschatan.

e. Belanja  Perjalaran Dmas Luar Dacrah 1.20.1.20.03. 13175 2.2.15.02)
RpA433.500.000.- saca Kegratan Studt komparast Komisi-komisi DPRD:
Avar uraian belanja Legiatan tersebut diatas diefisienst sebesar Rp. 100000000~
dan hasil etisiense d alihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebily

prioritas di bidang ke-chatan.

26, Penvediaan anggaran I Badan Kepegawaian Daerah pada  Kegiatan Seleksi
Penerimaan Calon PNS 11.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000.- agar memperhatikan
Moratorium Bersama  Peraerintah Peraturan Bersama Mentert Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Rezformasi Buokrast. Menterl Dalam Negert dan Menter:
Kewangan Nomor 02 SPB M PAN-RB 8 2011, Nomor 800-652 Tahun 2011, Nomor
[41 PAIKOT 2011 Tungzal 24 Agustus 2011 tentang  Penundaan  Sementara
Penerimaan Calon Pevavar Negert Sipil Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan.

untuk sektor hesehatan,

STACHRC



20,

b Belanja Perjalanan Dinas Luar Dacrah (1.20.1.20.03.15.09. 322 13.00)

Rp.ﬁfi‘,.41H.WHIL- coSelanie Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.153.09.322.17.03)
Rp. 340000000~ pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal

Angeota DPRD:
Agar uraian belana wegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.130.000.000.-
dan hastl efisienst dialihhan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang kesehatan.

¢ Belanja o Perjalanan - Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.15.02)
Rp.6T2.000.000.- paca Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Angeota DPRD
[ uar Daerah:
Avar uraian belanju Legiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp. 100,000,000,

dan hastl efisiens: deatibkan dan ditata pada program dan kegiatan vany lebih

priovitas Ji bidang ke <chatan.

do Belanja Perjalanan Dinas Luar - Daerah (1.20.1.20.03.13.13.5.2. 02
Rp.392.0000000.- © Belanja Bimbingan Tekms (1.20.1.20.03.151332.2.17.03)
Rp.o7s 00000 - pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop:
Acar urdtan belan o legiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp. 100.000.000) -
dan hasil efistenst d:alihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih
prioritas di bidang ke ehatan.

c. Belanja  Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20005153.17.3.2.2.15.02)
Rp.433.500.000.- pad + Kegtatan Studi Komparast Komisi-komisi DPRD:
Apar uratan belanja kegatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000.-
Jdan hasil efistensi diadhihkan dan ditata pada program dan kegiatan vang lebih

priovitas di bidang kesehatan.

Penvedidan uncearan i Badan Kepecawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi
Penerimaan Calon PNS 12001, 20.12,32.02) Rp.248.399.000.- agar memperhatikan

NMoratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Mentert Negara Pendavagunaan

Aparatur Negara hm Retormast Birokrasi. Nentert Dalam Negert dan Menten

KNeuangan \nmol PBALPAN-RB 8 2011, Nomor §00-632 Tahun 2011, Nomor
147 PAIK.OT 201 Tan:ﬂ: al 24 Agustus 2011 tentang  Penundaan  Sementara
Penerimaan C;llon Pegaw i Newerl Sipils Avar Kegiatan tersebut diatas dialthkan.

untuh  sektor hesehatan




